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A Kcsimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari kt.:sduruhan 1s1 pt.:mhahasan skripsi 101 maka dapal di tarik 

k~.:simpulan scbaga i bcrikut: 

I. Tidak adanya pencrapan hak yang dilakukan PT. Bukit Baja Buana yang 

berubah nama menjadi PT. !spat Bukit Baja tidaklah sesuai dengan pasal 163 

ayat 2 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003. Maka pekerja melalui kuasa 

hukumnya mcngajukan gugatan kc Pcngadilan Hubungan Industrial karcna 

tidak adanya penyelesaian hak-hak pekerja akibat dari pengalihan saham 

tersebut yang melahirkan peristiwa hukum berupa pemutusan hubungan kerja 

(PHK). Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan mengabulkan gugatan 

pcnggugal (pckcrja) dan pihak pcrusahaan harus memcnuhi kcwajiban -

kewajibannya sebagai pengusaha yang mempekerjakan karyawan dengan hak 

- hak yang harus dilindungi berdasarkan ketentuan perundang - undangan 

yang bcrlaku yai!u lJndang Undung Nu. IJ 'l'uhun 100:1 lonlang 

Ketenagakerjaan. Seperti memberikan uang pesangon sesuai dengan masa 

kerja dari karyawan tersebut dan memberikan uang penghargaan masa kerja 

dengan perhitungan sesuai dengan masa kerja, uang penggantian hak yang 

seharusnya diterima karyawan selama bekerja. Hal ini diatur dengan pasal 156 

ayat (2), (3), dan ( 4) UU No. 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan 
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J ika hal -- hal tidak dip~:nuhi scsuai dengan k~;tentuan-kctentuan yang berlaku 

oleh perusahaun, maka tindakan ini yang dikatakan sebagai tindakan 

penyimpangnn. Dimana penyimpangan tersebut yang akan menimbulkan 

protcs dari pihak hurllh . Buruh Jupat mclakukun upuyu --· upuyu hukum 

terhadap peristiwa pemutusan hubungan kerjanya. Sehingga peristiwa 

pclehumn antara dua perusahuan yang pada awalnya tidak melanggar hukum 

nwka akan bcralih mcnjadi pcrbuutun yung bcrakibut pclnnggumn h.1rhmJnp 

hak - hak dari karyawan yang di PHK. 

2. Perusahaan melihat dari kesalahan kecil yang dilakukan oleh pekerja seperti 

pekcrja yang mclakukan mogok kerja tidak sah ini dianggap mangkir kcrju, 

berkenaan hal tersebut bagi pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah ini 

dianggap mengkir kerja dcngan prinsip "No Work No Pay", dan bagi para 

pekerja yang tidak menggunakan kesempatan untuk memenuhi pangilan kerja 

tanggal 15 Februari 2007 dikualifikasikan mengundurkan diri. 

Dan terhadap pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri tersebut maka 

pihak perusahaan PT. Ispat Bukit Baja berdasarkan ketentuan Peraturan 

P~.:ru sahaan yang hnlak11 hauya di hcriknn lJUIIN, Pis:-~h 

Adapun aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja adalah sebagai akibat 

dari tidak adanya tanggapan atau respon terdahulu dari perusahaan terhadap 

tuntutan dari pada peke~ja, semcntara dalam situasi belurn adanya kcpastian 

penyelesaian status dan pembayaran hak-hak norrnatif pekerja ternyata 

perusahaan melakukan hal-hal yang meresahkan pekerja. 
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I. Pasal 163 ayat 2 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 akan tetap berdampak 

pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Biarpun pada dasamya peristiwa 

tcrsbut Jipcrbolchkan asalkan apabila akibat dari peleburan tersebut 

mduhirkun p~.:ristiwu hukum bcrupu pcmutusun hubungun kcrju (PIIK) plhuk 

perusahaan harus memenuhi kewajiban - kewajibannya sebagai pengusaha 

yang mempeke~jakan karyawan dengan hak - hak yang harus dilindungi 

bcrdusurkan kctcntuun pcrundung - undungun Undang - Undung No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2. Penulis menyarankan, karena Pasal 163 ayat 2 Undang - Undang No. 13 

Tahun 2003 tetap berdampak pcmutusan hubungan kerja kepada karyawan. 

Pemcrintah selaku pengayom masyarakat haruslah mcnindak tegas bagi 

perusahaan-perusahaan yang melakukan peristiwa peleburan, penggabungan, 

atau pengalihan kepemilikan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas terhadap 

pckcr:ia atau pcrwakilun dari scrikut pckcrju. Kurcnu padu dasurnyu pckc•:iu 

pun sudah terbebani dengan peraturan yang mengesahkan adanya pemutusan 

hubungan kerja dalam pasal tersebut walaupun adanya hak-hak pekerja yang 

diberikan sebesar 2 (dua)x lipat. 
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